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Taxes are a source of income and state income, which the state uses to 
finance all expenditures, including development expenditures. Therefore, the 
source of state revenues from taxes should be increased, so that the need of 
community participation in the financing of development is reflected in the 
compliance of the people in paying taxes. Efforts to increase tax revenues and to 
make Taxpayers compliant in paying taxes, the government issued Law No. 28 of 
2007 on Third Amendment to Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions 
and Tax Procedures (hereinafter referred to as the KUP Law) administrative 
sanctions and criminal sanctions for Taxpayers who do not pay taxes 
intentionally, and for Taxpayers who report their taxes are inconsistent with 
realities on the ground. 
This type of research is included in the type of descriptive analytical 
research with empirical juridical approach method to see in full the problem of 
research sourced from the primary data and secondary data as supporting data. 
The data were collected by field study (interview) and literature study, the data 
obtained were analyzed qualitatively and presented in descriptive form. 
The results of this study can be seen that the regulation of criminal 
sanctions for taxpayers in the Law on KUP, regulated starting Article 41A, 41B, 
41C and Article 42 in the articles as mentioned clearly and explicitly, namely 
penalty sanction penalties and fines for rogue taxpayers. The application of 
criminal sanctions in taxation solely to make the Taxpayer obedient. The 
application of the criminal law in the case of tax crime is intended for individual 
Taxpayer and Koorporasi who do offense. Review advantages / advantages and 
disadvantages / disadvantages of using criminal law in tax law in order to 
increase tax revenue. The advantage is to be a deterrent effect for Taxpayers, 
reduce the number of crimes and violations in the field of Taxation and the target 
of state revenue from Taxes can be achieved. The weakness is the limited Human 
Resources investigators Civil Servants within the Directorate General of 
Taxation, the lack of socialization of tax criminal law, the weakness of the 
provisions of criminal tax in the Law on KUP and Taxpayers become more 
careful. 
 








Pajak adalah sumber penghasilan dan pendapatan negara, yang  oleh negara 
digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran 
pembangunan. Oleh sebab itu, sumber penerimaan negara dari pajak harus terus 
ditingkatkan, sehingga di perlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan 
pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 
Upaya meningkatkan pendapatan dari pajak dan untuk membuat Wajib Pajak 
patuh dalam membayar pajak, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya 
ditulis UU KUP), memuat sanksi administratif dan sanksi pidana bagi Wajib 
Pajak yang tidak membayar pajak dengan sengaja, dan bagi Wajib Pajak yang 
melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif 
analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris untuk melihat secara lengkap 
permasalahan penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder 
sebagai data pendukung. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan 
(wawancara) dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara 
kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. 
Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan sanksi pidana bagi 
Wajib pajak dalam UU KUP, diatur mulai Pasal 41A, 41B, 41C dan Pasal 42 
dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut secara jelas dan tegas, yaitu sanksi pidana 
kurungan dan denda bagi Wajib Pajak yang nakal. Penerapan sanksi pidana dalam 
perpajakan semata-mata untuk membuat Wajib Pajak menjadi Patuh. Penerapan 
hukum pidana pada kasus tindak pidana perpajakan, diperuntukkan bagi Wajib 
Pajak perseorangan dan Koorporasi yang melakukan delik. Kajian keuntungan / 
kelebihan  dan kelemahan / kerugian penggunaan hukum pidana dalam hukum 
pajak  dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Keuntungannya yaitu 
menjadi efek jera bagi Wajib Pajak, mengurangi angka kejahatan dan pelanggaran 
dibidang Perpajakan dan target penerimaan negara dari Pajak dapat tercapai. 
Kelemahannya yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kurangnya sosialisasi hukum pidana 
pajak, kelemahan aturan ketentuan pidana pajak dalan UU KUP dan Wajib Pajak 
menjadi lebih berhati-hati. 
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